PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012

BUPATI NATUNA,

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah,
ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
(APBD) sefiap tahun dengan Peraturan Daerah (PERDA);

c. bahwa dalam rangka penetapan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
tﬁaksamimpenyuamanRermnaKm]aPanhanglmn

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf c, periu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 dengan Peraturan
Bupati Natuna.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1989, Tentang
PembentlkaabtmatenPeh!mn KabwatBnRokan

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara



Republik indonesia Nomor 3902). Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
perubahan ketiga (Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 107 dan Tambahan
Lembaran Negara Republk indonesia Nomor 4880);

Nomor 25 Tahun 2002 Tentang
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4337);

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republk (ndonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4286);

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjowab Keuangan
Negara;

. Undang-undang Nomor 25 Talum 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4421);

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
indonesia Talum 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Talum 2008 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubkk Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4700);

. Peratiran Pemetintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang




10.

n".

12

13,

14

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang
Penyusunan Rencana Kesja dan Anggaran Kementerian
Negara/l.embaga;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Talum 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah
Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor

Peraturan Kementerian Dalam negeri Nomor 54 Talun
2010 Teniang Pelaksanaan Peratran Pemersintahan
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

. Penyusunan, Pengendafian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Peratwan Menteri Dalan Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Tmmmmmmm
nomor 13 talum 2008 Tentang Pedoman

Pengelolamketmugannaemh

Surat Edaran Mentesi Dajlam Negeri Ri Nomor 040/751/9)

Tahun 2009 tentang Penyusunan RKPD dan Musrenbang
Tahun 2010;

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN
NATUNA TAHUN 2012




BAB. |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Datam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

2

10.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adatah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nafima.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sefanjutnya SKPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten natuna.

Pembangunan Daerah adalah pembangunan daerah Kabupaten Natuna.

Peratuwwran Daerah yang selanjutnya disebut PERDA adalah Pemnuan
daerah kabupaten Natuna.
Peraturan Bupati adaiah Peraturan Bupati Natuna

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh yang selanjutnya disebut
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Natuna.
adalah Rencana Kesia Pembangiman Daerah Kabupaten Natuma.




BAB. U
MAKSUD DAN TUJSUAN PENYUSUNAN RKPD

Pasal 2

1. RKPD disusun dengan maksud :

a  Agar tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk

pesiode 1 (satu) tahun (Tahun 2011), memuat rancangan

v daerah, program dan kegiatan pembangunan

daerah, mmmmm
penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) pembangunan daerah

pamsamn)tahmda!mnkamgkaRPJPDpreuode

2. RKPD disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan

M

RAPBIVAPBD Tahun 2012, sebagai wajud pengelolaan keuangan
daerah untuk periode 1 (satu) tatum.

BAB. i}
PROSES DAN SISTIMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

yang dilaksanskan dalam penyusunan RKPD tahun 2011,
mengawpadaummm1 mwm
ummmzsmmmsmm
MWMUWMW&BZT 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Ri
Nomor 040/751/05) Tahun 2009 tentang Penyusunan RKPD dan
Musrenbang Tahun 2010 serta memperhatkan Rencana Strategis
(RENSTRA) Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Talunan Daerah
(RKTD) Tahun 2011, dilaksanakan penyusunan RKPD Talun 2012
melatui proses sebagai berikut:

a. Melalui proses pembahasan terhadap usulan kegiatan prioritas pada
Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, tingkat Forum
SKPD/Gabungan SKPD dan sampal pada tingkat
Kabupaten, menghasitkan Rancangan RKPD Tahun 2012,




b. Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1
(satu) huuf a, disinesgikan dengan pokok-pokok pikiran DPRD,
menghasitkan RKPD Tahun 2012 sebagai Dokumen Perencanaan

BAB. WV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahian peraturan ini dengan

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 6 Jum 2011

*BUPATI NATUNA,




